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RINGKASAN

Penelitian ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XX11/2024 yang
menjadi titik penting dalam dinamika praktik profesi advokat di Indonesia, khususnya
menyangkut peran dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam amar putusannya,
Mahkamah menyatakan bahwa larangan bagi PNS untuk menjadi advokat, sebagaimana
tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, tidak berlaku terhadap dosen PNS yang memberikan bantuan
hukum secara cuma-cuma sebagai bentuk pengabdian masyarakat dalam pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis dasar hukum,
ruang lingkup kewenangan, serta konsekuensi hukum dari putusan tersebut, terutama dalam
menjamin kepastian hukum dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia
(HAM) dalam profesi hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan beberapa
pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji regulasi terkait profesi
advokat dan PNS, pendekatan konseptual untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang
mendasarinya, pendekatan historis untuk melihat latar belakang lahirnya norma larangan
tersebut, serta pendekatan kasus yang berfokus pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 150/PUU-XXI11/2024. Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer
(peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah), bahan hukum sekunder (buku, jurnal
ilmiah, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi telah membuka ruang
konstitusional bagi dosen PNS untuk menjalankan peran sebagai advokat dalam kerangka
bantuan hukum pro bono, selama dilakukan dalam rangka pengabdian masyarakat. Hal ini
mencerminkan pengakuan terhadap potensi akademisi dalam mendukung akses keadilan bagi
masyarakat, khususnya kelompok rentan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan
adanya disharmonisasi normatif, khususnya terkait keharusan menjadi anggota organisasi
advokat yang masih mensyaratkan pengunduran diri dari status PNS. Selain itu, belum
adanya mekanisme implementatif yang jelas dari kementerian atau institusi pendidikan tinggi
juga berpotensi menimbulkan hambatan praktis dalam pelaksanaan putusan tersebut.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya langkah konkret berupa pengaturan lanjutan
melalui peraturan pelaksana atau petunjuk teknis dari lembaga yang berwenang, guna
memastikan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi berlangsung secara konsisten, adil,
dan tidak menimbulkan konflik dengan ketentuan lain. Penyusunan pedoman yang mengatur
secara rinci tata cara pelibatan dosen PNS dalam pemberian bantuan hukum serta kejelasan
status keanggotaan advokat sangat diperlukan. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan
pelatihan kepada dosen serta pemangku kepentingan di institusi pendidikan tinggi agar peran
dosen dalam mewujudkan akses keadilan dapat terlaksana secara maksimal dan akuntabel.
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ABSTRAK

Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Dosen PNS, Advokat, Bantuan Hukum

Latar belakang penelitian ini didasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-
XX11/12024 yang membawa perubahan signifikan dalam praktik profesi advokat di Indonesia,
khususnya bagi dosen yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam amar
putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa larangan bagi PNS untuk menjadi advokat,
sebagaimana termuat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003, tidak berlaku bagi dosen PNS yang memberikan bantuan hukum
secara cuma-cuma dalam rangka pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri
Dharma Perguruan Tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan pendekatan kasus.
Tujuannya adalah untuk menganalisis kepastian hukum bagi dosen PNS yang menjalankan
profesi advokat dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, serta meninjau
sinkronisasi dan harmonisasi antara putusan Mahkamah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan
MK memberikan ruang partisipasi dosen PNS dalam pemberian bantuan hukum, terdapat
disharmonisasi normatif terutama terkait keanggotaan dalam organisasi advokat. Oleh karena
itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut agar putusan Mahkamah dapat diimplementasikan
secara konsisten tanpa menimbulkan konflik antar peraturan. Putusan MK ini mencerminkan
pendekatan progresif terhadap pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin, sekaligus
pengakuan terhadap potensi kontribusi akademisi dalam sistem hukum nasional.
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ABTRACT

Keywords; Constitutional Court, Civil Servant Lecturers, Legal Aid

The background of this This study examines Constitutional Court Decision Number
150/PUU-XX11/2024, which has brought a significant shift in the legal profession in
Indonesia, particularly for civil servant lecturers. The ruling declared that the prohibition on
civil servants becoming advocates, as stipulated in Article 3 paragraph (1) letter ¢ and
Article 20 paragraph (2) of Law Number 18 of 2003, does not apply to civil servant lecturers
who provide pro bono legal aid as part of community service under the Tri Dharma of Higher
Education. This study is a normative legal research employing statutory, conceptual,
historical, and case approaches. It aims to analyze the legal certainty for civil servant
lecturers in practicing law as advocates under the Court’s decision, and to examine the
synchronization and harmonization with Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. The
findings indicate that while the Court's decision allows PNS lecturers to participate in legal
aid provision, normative disharmony persists, particularly regarding mandatory membership
in professional advocate organizations. Thus, further regulatory alignment is required to
ensure consistent implementation of the decision without creating inter-norm conflicts. This
decision reflects a progressive approach to ensuring access to justice for the underprivileged
and acknowledges the academic community's potential role in the national legal system.
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